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BAB 1 

DATA UMUM OBJEK PENGAWASAN 

1. Gambaran Umum Topik Pengawasan 

Nama Unit Rendal : D304 

Sektor : Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 

dan Bersih 

Tema : Penguatan Tata Kelola 

Topik : Kapabilitas APIP 

Informasi yang 

dibutuhkan 

: 1. Simpulan atas kapabilitas APIP pusat dan daerah 

 2. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah 

kebijakan untuk peningkatan kapabilitas APIP pusat 

dan daerah 

 3. Analisis efektivitas penyelenggaraan peran APIP 

K/L/D dalam mendorong ketercapaian tujuan 

organisasi 

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa 

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas 

efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan organisasi 

masing-masing. Sistem Pengendalian Intern tersebut dilaksanakan dalam rangka 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam 

rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, terdapat konsep pengawasan 

intern yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang 

secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern 

tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Terkait 

dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap 

sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, 

telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk mengukur efektivitas dan 

kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan mekanisme penilaian yang dapat 



2 

diterima umum, sehingga terdapat standar kualifikasi profesional dan karakteristik 

APIP yang kapabel dan efektif di organisasi sektor publik di Indonesia. 

Untuk mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan reformasi 

birokrasi dengan visi terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Reformasi birokrasi 

dalam bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme (clean 

government). Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut 

selaras dengan perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 PP Nomor 

60 Tahun 2008. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki 

kapabilitas yang memadai sehingga dapat mendorong ketercapaian tujuan 

organisasi. 

2. Identitas Objek Pengawasan 

APIP yang menjadi objek pengawasan pada project data analytic for APP 

sebanyak 16 APIP di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian 

sebagai berikut: 

No Nama APIP 

1 Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

2 Inspektorat Kabupaten Alor 

3 Inspektorat Kabupaten Belu 

4 Inspektorat Kabupaten Flores Timur 

5 Inspektorat Kabupaten Manggarai 

6 Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat 

7 Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur 

8 Inspektorat Kabupaten Nagekeo 

9 Inspektorat Kabupaten Ngada 

10 Inspektorat Kabupaten Rote Ndao 

11 Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua 

12 Inspektorat Kabupaten Sikka 

13 Inspektorat Kabupaten Sumba Barat 

14 Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah 

15 Inspektorat Kabupaten Sumba Timur 

16 Inspektorat Kabupaten Malaka 
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3. Matriks Desain Pengawasan 

No 
Pertanyaan 

Audit 
Informasi yang 

Dibutuhkan dan Sumber 

Metode/Teknik 
Pengumpulan 

Informasi 

Metode 
Analisis 

Dipergunakan 

1 Apa kontribusi 

Anggaran 

APIP, Jumlah 

Bimbingan 

BPKP dan 

Kompetensi 

terhadap 

Capaian 

Kinerja APIP 

Informasi yang 

dibutuhkan: 

1. Kinerja APIP di Tahun 

2021 

2. Persentase Anggaran 

APIP di luar gaji Tahun 

2021 

3. Jumlah Bimbingan 

BPKP NTT kepada APIP 

di Wilayah Provinsi NTT 

4. Kompetensi APIP 

(Jenjang pendidikan dan 

Jumlah Diklat) 

 

Sumber data: 

1. Laporan Triwulanan 

PK APIP Tahun 2021 

2. Data pengawasan 

BPKP Tahun2021 

3. Laporan Kinerja APIP 

Tahun 2021 

1. Document 

Review 

2. Permintaan 

Dokumen dan 

Data 

Analisis Regresi 

Linear 
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BAB 2 

ANALISIS DATA 

1. Analisis Data Kontribusi %Anggaran APIP di Luar Gaji, Jumlah Bimbingan 

BPKP NTT kepada APIP, dan Kompetensi APIP terhadap Capaian Kinerja 

APIP 

Pengumpulan data terkait %Anggaran APIP di Luar Gaji, Jumlah Bimbingan 

BPKP NTT kepada APIP dan Kompetensi APIP yang bersumber dari Laporan 

Triwulanan Penilaian Kapabilitas APIP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. 

Sedangkan data terkait Capaian Kinerja APIP diperoleh dari Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) untuk 16 APIP. Hasil dataset atas 16 APIP di wilayah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: 

 

Selanjutnya dalam melakukan analisa dilakukan penyingkatan di dalam EViews 

yaitu: 

a. %Anggaran APIP di Luar Gaji menjadi ANG 

b. Jumlah Bimbingan BPKP NTT kepada APIP menjadi B 

c. Kompetensi APIP untuk Pendidikan menjadi PD dan Diklat menjadi DL 

d. Dan untuk Capaian Kinerja APIP yang merupakan variabel dependen menjadi 

Y 

 

Pendidikan Diklat

1 Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur 28,68 22 370 4 102,50

2 Inspektorat Kabupaten Alor 52,86 15 100 4 71,20

3 Inspektorat Kabupaten Belu 31,04 17 156 3 94,31

4 Inspektorat Kabupaten Flores Timur 28,54 17 138 4 80,60

5 Inspektorat Kabupaten Manggarai 15,68 19 137 3 67,72

6 Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat 33,62 17 169 3 95,26

7 Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur 23,87 17 136 3 58,28

8 Inspektorat Kabupaten Nagekeo 37,40 20 165 3 89,53

9 Inspektorat Kabupaten Ngada 39,09 16 116 3 79,47

10 Inspektorat Kabupaten Rote Ndao 31,27 15 128 3 63,70

11 Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua 34,43 12 70 3 50,63

12 Inspektorat Kabupaten Sikka 35,54 15 134 3 114,47

13 Inspektorat Kabupaten Sumba Barat 46,61 13 149 3 94,00

14 Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah 46,14 15 103 3 71,27

15 Inspektorat Kabupaten Sumba Timur 19,78 20 112 3 85,52

16 Inspektorat Kabupaten Malaka 33,88 16 165 2 81,38

Kinerja 

APIP
No Nama APIP

% Anggaran APIP 

di Luar Gaji

Bimbingan 

BPKP

Kompetensi APIP
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2. Uraian Analisis dan Hasilnya 

Atas dataset di atas kemudian dilakukan analisis regresi linear dengan 

menggunakan aplikasi EViews dengan hasil sebagai berikut: 

 

Sehingga diperoleh persamaan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Koefisien regresi ANG adalah sebesar 0.6289 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan ANG sebesar 1% akan menaikan Y sebanyak 0.6289% dengan 

asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya. 

b. Koefisien regresi B adalah sebesar 1.7983 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan B sebesar 1% akan menaikan Y sebanyak 1.7983% dengan 

asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya. 

c. Koefisien regresi PD adalah sebesar 0.1226 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan PD sebesar 1% akan menaikkan Y sebanyak 0.1226% dengan 

asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya 
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d. Koefisien regresi DL adalah sebesar – 5.8722 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan DL sebesar 1% akan menurunkan Y sebanyak 5.8722% dengan 

asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya 

Uji asumsi klasik: 

a. Uji normalitas (uji jarque bera) 

Ho: residual berdistribusi normal 

Hasil: normal jika probability di atas 0,1 

 

b. Uji Linearitas: Uji ramsey RESET 

Ho: model linear 

Hasil: model linear jika probability F stat di atas 0,1; Jika tidak linear maka 

perlu diperbaiki 
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c. Uji heteroskedastisitas: uji white 

Ho: Homoscedastic 

Hasil: homoskedastic jika probability chi square di atas 0,1 
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d. Uji autokorelasi serial: uji BG serial autocorrelation 

Ho: tidak ada autokorelasi 

Hasil: tidak ada autokorelasi jika probability chi square obs*rsquared di atas 

0,1 

 

e. Uji multicolinearitas: korelasi antar variabel independen < 0,75 

Masalah multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar variable di atas 

0,75 
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BAB 3 

PENUTUP 

 

1. Terdapat korelasi antara %Anggaran APIP di Luar Gaji, Jumlah Bimbingan BPKP 

NTT kepada APIP dan Kompetensi APIP terhadap Capaian Kinerja APIP dengan 

rumus Capaian Kinerja = 30,53 + (0,6289 x %Anggaran APIP di Luar Gaji) + 

(1,7983 x Bimbingan BPKP) + (0,1226 x Pendidikan) - (5,8722 x Diklat); 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan project data analytic diantaranya 

antara lain: 

a. Kesulitan dalam mengumpulkan data sehingga basis data untuk bahan analisis 

terbatas; 

b. Sedang padatnya penugasan di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara 

Timur; 

c. Adanya libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri sehingga proses 

pengumpulan data dan waktu pengerjaan menjadi terbatas; 

d. Spesifikasi laptop yang kurang memenuhi untuk program Power BI. 




